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PUTUSAN
Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Botg

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat antara;

Sarifah Jumiati binti Syaid Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir
Bontang, 09 September 1979, agama Islam,
pekerjaan Swasta, pendidikan Tidak Ada,
tempat kediaman di Jalan A. Yani (Gang
Samping Toko Kera Sakti 2) RT 08 no. 37, Api-
api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan
Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Malik bin Kadir, tempat dan tanggal lahir Bontang, 10 Januari
1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,
pendidikan SD, tempat kediaman Jalan
Prestasi (LAPAS Bontang), Kel.bontang
Lestari.,, Bontang Selatan, Kota Bontang,
Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober
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2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 12
Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di
Kutai pada tanggal 22 September 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan
Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/30/1X/2001 tanggal 22
September 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,
dan bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di
Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang 19 tahun dan
sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
mencapai 20 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Deni Nopianto bin Abdul Malik lahir di Bontang, 12
Desember 2002;

3.2. Muhammad Rendi Agipta bin Abdul Malik lahir di Bontang,
14 Agustus 2006;

3.3. Okta Saputra bin Abdul Malik Lahir di Bontang, 09 Oktober
2015;

4. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam penjara berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Bontang Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bon dalam kasus
tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli
Narkotika Golongan | yang telah dijatuhkan hukuman penjara selama 8
(delapan) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam
perkara ini.
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Malik bin Kadir)
terhadap Penggugat (Sarifah Jumiati binti Syaid Abu Bakar);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:
Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili
elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat
datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari
dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan
(Relaas) Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang,
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat — alat bukti berupa :
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- Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi
Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 305/20/VI11/2011
tanggal 08 Juli 2011, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah
sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);

2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor
86/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 20 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan
oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, yang bermeterai cukup, telah
dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.)

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan
selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini
adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan
menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa
dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam
gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah
Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
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perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk
memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator
dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu,
Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke
persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta
tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan
yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg
terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian,
maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,
sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1)
mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh
karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat
lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan
petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2)
telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat
mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena
Tergugat saat ini berada dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan
Negeri Bontang Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bon dalam kasus tindak pidana
Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan |
yang telah dijatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan telah
berkekuatan hukum tetap, dan karena hal tersebut Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa
Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun
oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya
pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan
gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak
terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila
perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-
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benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis

Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:

(2178) 351> 5l ols,) .35 Wl Jzs S alll LI J Wl sl
Gl e 1 siwo] 8 oSl JBg (2018) azlo ol g

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah
talak.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan lbn
Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad

hadis ini sahih”).

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa
mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat
tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil
gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1. serta P.2., dan terhadap alat
bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah
atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah
dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya,
dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun
pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut
menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta
isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban
umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri
yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi salinan putusan

Pengadilan Negeri Bontang atas nama Tergugat, merupakan akta otentik yang
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telah dinazegelen dan dilegalisasi kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya,
dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun
pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut
menerangkan bahwa Tergugat saat ini tengah menjalani hukuman penjara
dalam kasus tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan
Membeli Narkotika Golongan | yang telah dijatuhkan hukuman penjara selama
8 (delapan) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap, serta isinya tidak
bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka
sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 22 September 2001 yang telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara 8 (delapan) tahun setelah
perkawinan berlangsung (diputuskan pada tanggal 20 Juli 2020) dalam
kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli
Narkotika Golongan I;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Tergugat tersebut telah
berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk
mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan
Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang
suami istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan
yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (c¢) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang
menyatakan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal
19 huruf (c) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama,
salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat; kedua, hukuman penjara terjadi setelah perkawinan berlangsung;
ketiga, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;, dan
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut
satu persatu dengan menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah
ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat mendapat hukuman penjara
8 (delapan) tahun lamanya dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan
hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan |, menunjukkan unsur
pertama telah terpenuhi, di mana salah satu pihak mendapat hukuman penjara
5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2001, sedang
putusan Pengadilan Negeri Bontang atas tindak pidana Tergugat yang tanpa
hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan |
dijatuhkan pada tanggal 20 Juli 2020, menunjukkan unsur kedua telah
terpenuhi, di mana hukuman penjara terjadi setelah perkawinan berlangsung,
karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan
hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta putusan tersebut telah berkekuatan
hukum tetap sebagaimana catatan Panitera Pengadilan pada salinan putusan
Pengadilan Negeri Bontang tertanggal 19 oktober 2021, menunjukkan bahwa
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unsur ketiga telah terpenuhi di mana putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan
unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 23
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Hukuman penjara 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan kepada Tergugat setelah
perkawinan berlangsung sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan
rumah tangga Penggugat, salah satu pihak atau masing-masing pihak
meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan-keadaan tersebut
dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada
lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai
dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf
(c) dan Pasa 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 116 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in
shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata
pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah,
sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka
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sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut
dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon
kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata
adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa
adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdul Malik bin Kadir)
terhadap Penggugat (Sarifah Jumiati binti Syaid Abu Bakar);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah. Oleh kami Nor
Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Riduansyah, S.H.l. serta
Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
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juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh lwan Ariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.l.
Panitera Pengganti,

lwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses : Rp 50.000,00,-
3. Pemanggilan " Rp 240.000,00,-
4. PNBP © Rp 20.000,00,-
5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
6. Meterai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 360.000,00,-

(tiga ratus enam puluh rib.u rupiah)
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